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KATA PENGANTAR 
 
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, Modul Laporan Keuangan : 

Pencatatan Transaksi Akrual dapat kami susun. Modul ini merupakan pedoman bagi 

Penyusun Laporan Keuangan di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dalam 

penyusunan Laporan Keuangan, yang berisi informasi dan tata cara pencatatan transaksi akrual. 

Dalam rangka implementasi akuntansi akrual yang mulai diterapkan dalam penyusunan Laporan 

Keuangan menghadirkan tantangan tersendiri. Untuk itu, modul ini kami tujukan kepada seluruh 

penyusun Laporan Keuangan khususnya pada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan untuk 

mempermudah pemahaman dalam menghadapi setiap transaksi-transaksi akrual yang kerap 

ditemukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Ditjen GTK serta tata cara pencatatannya.  

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah terlibat dalam penyusunan modul ini. Penyusunan petunjuk teknis ini masih jauh dari 

sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun ke arah penyempurnaan kami terima 

dengan tangan terbuka. 

Akhirnya, mudah-mudahan modul ini dapat berguna dan membantu siapa saja yang 

menggunakan untuk terwujudnya laporan keuangan secara wajar dan andal. 

 
 Jakarta, 22 Mei 2018 
 
 Tim Penyusun 
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1. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN 

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo uang tunai dan saldo di rekening di bank yang 

berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari 

pelaksanaan tugas pemerintah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan kas 

melalui Satker diakui pada saat diterima kas tunai oleh Bendahara, jadi apabila per tanggal 

pelaporan (30 Juni 20XX atau 31 Desember 20XX) masih terdapat saldo uang tunai dan saldo 

di rekening bank Bendahara Penerimaan maka harus dicatat sebagai nilai pos Kas di 

Bendahara Penerimaan pada NERACA. 

Nilai saldo dapat dilihat pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ataupun rekening koran 

Bendahara Penerimaan per tanggal pelaporan dengan contoh sebagai berikut: 

 

Apabila terdapat nilai saldo di rekening bank atau di brankas Bendahara Penerimaan berupa 

PNBP yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal pelaporan, maka nilai tersebut 

dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu Jurnal Penyesuaian dengan menggunakan kategori 

“Kas di Bendahara Penerimaan” dan jurnal sebagai berikut: 
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D 111711 Kas di Bendahara Penerimaan xxx 

K 425XXX Pendapatan …………………………………………. xxx 

Contoh: 

Satker ABC per 31 Desember 2017 terdapat pendapatan sewa asrama yang belum disetorkan 

ke Kas Negara senilai Rp5.000.000,00 yang masih berada di rekening Bendahara 

Penerimaan. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan diinput secara manual dalam Jurnal 

Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut: 

D 111711 Kas di Bendahara Penerimaan 5.000.000 

K 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan 

Bangunan 

5.000.000 

 

2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS 

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara 

pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang 

tunai. Sumber dari saldo tersebut antara lain: 

 Jasa Giro yang belum disetorkan ke Kas Negara 

 Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara 

 Pengembalian belanja yang belum disetorkan ke Kas Negara 

 Belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga 

Atas saldo tersebut, per tanggal pelaporan harus dicatat sebagai nilai pos Kas Lainnya dan 

Setara Kas pada NERACA. Perlakuan atas keempat sumber saldo di atas memerlukan 

pencatatan yang berbeda-beda, yaitu: 

a. Jasa Giro yang belum disetorkan ke Kas Negara 

Rekening Pemerintah dengan peruntukkan pengelolaan Bendahara Pengeluaran dan 

Bendahara Penerimaan secara otomatis diterapkan Treasury Notional Pooling (TNP) yang 

berarti Jasa Giro atas rekening langsung di auto debet ke rekening Kas Negara sehingga 

tidak ada setoran ke Kas Negara melalui SSBP. Tetapi berbeda dengan Rekening 

Pemerintah Lainnya (RPL) dimana penerapan TNP menjadi hak dari Satker sehingga 
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memungkinkan munculnya Jasa Giro atas rekening pemerintah. Atas hal tersebut 

seringkali masih terdapat saldo jasa giro di rekening sehingga muncul pada LPJ Bendahara 

Pengeluaran seperti contoh berikut: 

 

Atas saldo tersebut dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu Jurnal Penyesuaian dengan 

menggunakan kategori “Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran” dan jurnal sebagai 

berikut: 

D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran xxx 

K 425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa 

Giro) 

xxx 

 

Contoh: 

LPJ pada Satker ABC per 31 Desember 2017 terdapat Jasa Giro yang belum disetorkan ke 

Kas Negara senilai Rp3.000.000,00 yang masih berada di rekening Bendahara 

Pengeluaran. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan diinput secara manual dalam Jurnal 

Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut: 
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D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 3.000.000 

K 425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa 

Giro) 

3.000.000 

 

b. Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 

tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, pada Pasal 2 disebutkan bahwa 

PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor 

paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan 

barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah. Tetapi pada prakteknya 

sering terdapat setoran pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada akhir tanggal 

pelaporan (30 Juni 20XX atau 31 Desember 20XX) dikarenakan adanya kegiatan yang 

dilaksanakan mendekati akhir tanggal pelaporan. 

Atas hal tersebut seringkali masih terdapat saldo pajak yang belum disetorkan sehingga 

muncul pada LPJ Bendahara Pengeluaran seperti contoh berikut: 
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Atas saldo tersebut dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu Jurnal Penyesuaian dengan 

menggunakan kategori “Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran” dan jurnal sebagai 

berikut: 

D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran xxx 

K 219961 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang 

Belum Disetor 

xxx 

 

Contoh: 

LPJ pada Satker ABC per 31 Desember 2017 terdapat BP Pajak yang belum disetorkan ke 

Kas Negara senilai Rp10.000.000,00 yang masih berada di penguasaan Bendahara 

Pengeluaran. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan diinput secara manual dalam Jurnal 

Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut: 

D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 10.000.000 

K 219961 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang 

Belum Disetor 

10.000.000 

 

c. Pengembalian Belanja yang belum disetorkan ke Kas Negara 

Sama halnya dengan pajak, pada akhir tanggal pelaporan sering terdapat pengembalian 

belanja atas LS yang belum disetorkan ke Kas Negara. Atas sisa tersebut disetorkan 

melalui SSBP pada Tahun Anggaran berikutnya, tetapi secara akrual transaksi tersebut 

seharusnya membebani Tahun Anggaran berjalan.  

Misalnya, pada Tahun 2017 terdapat realisasi Belanja Jasa Profesi Rp20.000.000,00 dan 

per 31 Desember 2017 masih terdapat pengembalian belanja Jasa Profesi Rp1.500.000,00 

yang belum disetorkan ke Kas Negara serta baru disetorkan pada tanggal 2 Januari 2018. 

Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017, secara basis Kas realisasi Belanja Jasa 

Profesi adalah Rp20.000.000,00 dengan tidak memperhitungkan pengembalian belanja 

Rp1.500.000,00 karena setoran dilakukan pada Tahun 2018. Tetapi pada Laporan 

Operasional Tahun 2017, secara akrual realisasi Beban Jasa Profesi hanya akan tercatat 

Rp18.500.000,00 (Rp20.000.000,00 – Rp1.500.00,00) dikarenakan pengembalian belanja 

LS dianggap sebagai pengurang realisasi Tahun 2017. 
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Contoh saldo sisa BP LS yang belum disetorkan sehingga muncul pada LPJ Bendahara 

Pengeluaran seperti contoh berikut: 

  

Atas saldo tersebut dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu Jurnal Penyesuaian dengan 

menggunakan kategori “Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran” dan jurnal sebagai 

berikut: 

D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran xxx 

K 52XXX Beban ………………………………………………… xxx 

Contoh: 

LPJ pada Satker ABC per 31 Desember 2017 terdapat sisa LS BP Belanja Perjalanan Dinas 

Dalam Kota yang belum disetorkan ke Kas Negara senilai Rp7.000.000,00 yang masih 

berada di penguasaan Bendahara Pengeluaran. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan 

diinput secara manual dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut: 

D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 7.000.000 
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K 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000 

 

d. Belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak 

ketiga 

Hampir sama dengan penjelasan sebelumnya, saldo ini merupakan BP LS tetapi tidak tidak 

disetorkan ke Kas Negara melainkan disalurkan ke Pihak Ketiga. Saldo ini sama-sama akan 

muncul pada pos BP LS di LPJ Bendahara Pengeluaran. Untuk itu perlu dilakukan 

konfirmasi ke Bendahara Pengeluaran mengenai saldo dari pos BP LS yang 

muncul di LPJ apakah nilai tersebut merupakan sisa LS BP yang akan 

disetorkan ke Kas Negara atau akan disalurkan ke pihak ketiga karena 

pencatatan akuntansinya akan berbeda.  

Atas saldo tersebut dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu Jurnal Penyesuaian dengan 

menggunakan kategori “Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran” dan jurnal sebagai 

berikut: 

D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran xxx 

K 212191 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya xxx 

 

Contoh: 

1. Satker ABC per 31 Desember 2017 terdapat LS BP Belanja Honor untuk 4 orang 

Satpam yang belum disalurkan senilai Rp9.000.000,00 yang masih berada di 

penguasaan Bendahara Pengeluaran. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan diinput 

secara manual dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut: 

D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 9.000.000 

 
K 212191 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya 9.000.000 
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2. Satker ABC per 31 Desember 2017 terdapat dana Tunjangan Profesi Guru Non PNS 

kepada 1.250 orang guru yang belum disalurkan dan masih tersimpan dalam Rekening 

Bank Penyalur senilai Rp200.000.000,00. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan 

diinput secara manual dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut: 

D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 200.000.000 

 
K 212191 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya 200.000.000 

 

3. BELANJA DIBAYAR DIMUKA 

Belanja Dibayar Dimuka merupakan piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan 

pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir 

periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah. Sumber dari saldo tersebut 

dapat berasal dari: 

 Kelebihan atas Pembayaran Realisasi Belanja 

 LPJ Bantuan Pemerintah yang Belum Disampaikan oleh Penerima 

Atas saldo tersebut, per tanggal pelaporan harus dicatat sebagai nilai pos Beban Dibayar 

Dimuka pada NERACA. Perlakuan atas keempat sumber saldo di atas memerlukan 

pencatatan yang berbeda-beda, yaitu: 

a. Kelebihan atas Pembayaran Realisasi Belanja 

Dalam proses pencairan anggaran terkadang terdapat kesalahan perhitungan hak bayar 

yang seharusnya diterima oleh penerima disebabkan karena human error dari Bendahara 

Pengeluaran ataupun Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada saat pengajuan 

SPP/SPM. Ditjen GTK memiliki tugas untuk menyalurkan Aneka Tunjangan untuk guru 

Non PNS kepada ribuan guru. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan 

perhitungan penyaluran tunjangan kepada guru yang bersangkutan yang mengakibatkan 

kelebihan ataupun pembayaran ganda kepada guru yang sama. 

Atas hal tersebut, kelebihan pembayaran tersebut dianggap sebagai Belanja Dibayar 

Dimuka dikarenakan Pemerintah belum menerima hak jasa yang harus diberikan oleh 



Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

Modul Laporan Keuangan : Pencatatan Transaksi Akrual | 10  
 

guru. Nilai tersebut dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu Jurnal Penyesuaian dengan 

menggunakan kategori “Beban Dibayar Dimuka” dan jurnal sebagai berikut: 

D 114111 Beban Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid) xxx 

K 5XXXX Beban …………………………………………………. xxx 

 

Contoh: 

Satker ABC per 31 Desember 2017 terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi 

Guru Non PNS senilai Rp1.100.000.000,00 kepada 300 orang guru. Untuk pencatatan di 

Laporan Keuangan diinput secara manual dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA 

sebagai berikut: 

D 114111 Beban Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid) 1.100.000.000 

K 511152 Beban Tunjangan Profesi Guru 1.100.000.000 

 

b. LPJ Bantuan Pemerintah yang Belum Disampaikan oleh Penerima 

Dalam pelaksanaan kegiatan, Satker di lingkungan Ditjen GTK terutama Satker Pusat, 

P4TK, LPPPTK dan LPPKS menyalurkan berbagai Bantuan Pemerintah kepada guru, 

Kelompok Kerja, Pusat Belajar, Dinas Pendidikan Provinsi, dan sebagainya. Bantuan yang 

disalurkan merupakan kegiatan-kegiatan dalam menunjang kesejahteraan, peningkatan 

kompetensi, dan pengembangan keprofesian guru. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, 

bahwa setiap penerima Bantuan Pemerintah diharuskan untuk memberikan Laporan 

Pertanggungjawaban kepada pemberi bantuan sebagai pertanggungjawaban dana 

bantuan yang dikelola. 

Seringkali sampai dengan akhir bulan Desember tahun berjalan masih terdapat penerima 

Bantuan Pemerintah yang belum menyampaikan LPJ Bantuan kepada Satker pemberi 
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Bantuan, hal ini menyebabkan dana bantuan tersebut belum dapat diakui 

pertanggungjawabannya sehingga harus diakui sebagai pos Belanja Dibayar Dimuka 

pada Neraca. Nilai tersebut dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu Jurnal Penyesuaian 

dengan menggunakan kategori “Beban Dibayar Dimuka” dan jurnal sebagai berikut: 

D 114112 Beban Barang Dibayar Dimuka (prepaid) xxx 

K 5XXXX Beban …………………………………………………. 

(beban yang digunakan saat pencairan 

Bantuan Pemerintah, misalnya Beban Non 

Operasional 

xxx 

Contoh: 

Pada Tahun 2017 Satker ABC menyalurkan Bantuan Pemerintah dengan menggunakan 

MAK Belanja Non Operasional (521219) kepada 10 Kelompok Kerja Guru (KKG) masing-

masing Rp15.000.000,00 sehingga total penyaluran adalah Rp150.000.000,00. Per 31 

Desember 2017, sebanyak 2 KKG belum menyampaikan LPJ nya senilai Rp30.000.000,00 

sehingga harus diakui sebagai Belanja Dibayar Dimuka. Untuk pencatatan di Laporan 

Keuangan diinput secara manual dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai 

berikut: 

D 114112 Beban Barang Dibayar Dimuka (prepaid) 30.000.000 

K 521219 Beban Non Operasional 30.000.000 

 

4. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA 

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang 

telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Berbeda dengan basis kas, basis 

akrual menghendaki pengakuan atas jasa yang telah diberikan walaupun pembayaran atas 

jasa tersebut belum diterima. Hal ini mungkin terjadi di Satker P4TK, LP3TK dan LPPKS yang 

menyewakan asrama atau aula ke pihak ketiga dimana pembayaran dimungkinkan terlambat 

diterima. Untuk mendapatkan data tersebut dapat dilakukan konfirmasi kepada Bendahara 

Penerimaan apakah terdapat tagihan sewa pihak ketiga yang belum diterima. 
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Dikarenakan pelayanan telah diberikan tetapi tagihan belum disampaikan maka jumlah 

tagihan tersebut harus diakui sebagai pos Pendapatan yang Masih Harus Diterima dalam 

Neraca. Nilai tersebut dicatat di Aplikasi SAIBA melalui menu Jurnal Penyesuaian dengan 

menggunakan kategori “Pendapatan yang Masih Harus Diterima” dan jurnal sebagai 

berikut: 

D 114311 Pendapatan yang Masih Harus Diterima xxx 

K 425XXX Pendapatan ……………………………………………… 

(Pendapatan sesuai jenis pendapatan yang 

akan diterima) 

xxx 

 

Contoh: 

Pada tanggal 29 s.d. 31 Desember 2017 Satker ABC menyewakan asrama kepada pihak ketiga 

senilai Rp6.600.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 penyewa belum membayar 

biaya sewa asrama tersebut dan baru membayarnya pada tanggal 5 Janari 2018.  Untuk 

pencatatan di Laporan Keuangan diinput secara manual dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi 

SAIBA sebagai berikut: 

D 114311 Pendapatan yang Masih Harus Diterima 6.600.000 

K 425131 Pendapatan Sewa, Tanah, dan Bangunan 6.600.000 

 

5. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR 

Beban yang Masih Harus Dibayar merupakan belanja yang masih harus dibayar dan 

merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam 

waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Apakah perbedaan antara Beban yang Masih Harus 

Dibayar dengan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya?. Bila Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 

merupakan hak pihak ketiga yang sudah direalisasikan namun belum disalurkan, maka 

Beban yang Masih Harus Dibayar merupakan hak pihak ketiga yang belum direalisasikan 

sama sekali. 

Beban yang Masih Harus Dibayar dibagi menjadi 3 (tiga) jenis sesuai dengan kategori 

belanjanya, yaitu: 
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 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 

 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 

 Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar 

Penjelasan atas masing-masing jenis Beban yang Masih Harus Dibayar adalah sebagai 

berikut: 

a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 

Belanja Pegawai yang Masih Harus dibayar merupakan hak pihak ketiga berupa gaji 

susulan, uang makan, carry over tunjangan atau komponen lainnya yang termasuk 

Belanja Pegawai yang belum dibayarkan dan direalisasikan. Nilai tersebut dicatat di 

Aplikasi SAIBA melalui menu Jurnal Penyesuaian dengan menggunakan kategori 

“Beban yang Masih Harus Dibayar” dan jurnal sebagai berikut: 

D 51XXXX Beban ……………………………………………………. xxx 

K 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar xxx 

 

Contoh: 

Pada 31 Desember 2017 diketahui Satker ABC masih mempunyai uang makan bulan 

Desember yang belum dibayarkan untuk semua pegawainya sebesar Rp15.000.000,00. 

Selain itu terdapat gaji susulan untuk 1 orang pegawai sebesar Rp2.500.000,00 dan 

terdapat carry over Tunjangan Profesi Tahun 2017 untuk 100 orang guru Non PNS 

senilai Rp600.000.000,00 yang belum terbayarkan dan baru akan dibayarkan pada Tahun 

2018. Untuk pencatatan di Laporan Keuangan diinput secara manual secara terpisah 

dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut: 

D 511129 Beban Uang Makan PNS 15.000.000 

K 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 15.000.000 

 

D 511129 Beban Gaji Pokok PNS 2.500.000 
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K 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 2.500.000 

 

D 511152 Beban Tunjangan Profesi Guru   600.000.000 

K 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 600.000.000 

 

b. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 

Belanja Barang yang Masih Harus dibayar merupakan hak pihak ketiga berupa langganan 

daya dan jasa, honorarium, biaya akomodasi atau komponen lainnya yang termasuk 

Belanja Barang yang belum dibayarkan dan direalisasikan. Nilai tersebut dicatat di Aplikasi 

SAIBA melalui menu Jurnal Penyesuaian dengan menggunakan kategori “Beban yang 

Masih Harus Dibayar” dan jurnal sebagai berikut: 

 

D 52XXXX Beban ……………………………………………………. xxx 

K 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar xxx 

 

Contoh: 

Pada 31 Desember 2017 diketahui Satker ABC memiliki tagihan pemakaian listrik, telepon 

dan internet bulan Desember yang belum dibayar dikarenakan tagihannya baru terbit 

bulan Januari 2018 sehingga pembayaran tagihan tersebut dibayar menggunakan DIPA 

Tahun 2018. Tagihan listrik senilai Rp4.000.000,00, tagihan telepon senilai 

Rp1.500.000,00 dan tagihan internet senilai Rp3.000.000,00. Untuk pencatatan di Laporan 

Keuangan diinput secara manual secara terpisah dalam Jurnal Penyesuaian di Aplikasi 

SAIBA sebagai berikut: 

 

D 522111 Beban Langganan Listrik 4.000.000 

K 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 4.000.000 

 
D 522112 Beban Langganan Telepon 1.500.000 
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K 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 1.500.000 

 
 

D 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3.000.000 

K 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 3.000.000 

 
c. Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar 

Belanja Modal yang Masih Harus dibayar merupakan hak pihak ketiga berupa tunggakan 

atas pembangunan atau pengembangan Belanja Modal yang belum dibayarkan dan 

direalisasikan. Pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga telah selesai 

dilakukan dan telah dilakukan serah terima melalui BAST, tetapi karena satu dan lain hal 

penagihan tidak dapat dilakukan sehingga hak pihak ketiga tidak terbayarkan pada tahun 

berjalan. 

Berbeda dengan Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang Masih Harus 

Dibayar, pencatatan Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar memerlukan 

perlakuan khusus dikarenakan berhubungan dengan pencatatan Aplikasi 

SIMAK-BMN. 

Pada saat pekerjaan pembangunan telah selesai, maka Operator SIMAK-BMN akan 

mencatat pada Aplikasi SIMAK-BMN sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut: (misalnya 

pekerjaan yang dilakukan adalah pembangunan Gedung Asrama) 

 

D 133111 Gedung dan Bangunan xxx 

K 133211 Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister xxx 

 

Dikarenakan tidak ada realisasi yang terbentuk di Aplikasi SAIBA, maka saat dilakukan 

rekonsiliasi dengan SIMAK-BMN maka akan muncul nilai Gedung dan Bangunan yang 

Belum Diregister bersaldo minus di Neraca SAIBA. 

Untuk menyeimbangkan nilai tersebut, dilakukan pencatatan di Aplikasi SAIBA melalui 

menu Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut: 
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D 133211 Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister xxx 

K 212113 Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar xxx 

 

Contoh: 

Pada tanggal 10 Desember 2017 diketahui PT. XYZ telah menyelesaikan pembangunan 

Gedung Kantin pada Satker ABC senilai Rp214.617.250,00 dan telah di BAST kan per 

tanggal 11 Desember 2017. Karena Operator SPM berhalangan, Satker ABC terlambat 

mengajukan SPM atas tagihan tersebut ke KPPN sampai akhir pengajuan LS sehingga 

kontrak pekerjaan tersebut tidak terbayarkan. Operator SIMAK-BMN akan mencatat pada 

Aplikasi SIMAK-BMN per tanggal 11 Desember 2017 sehingga terbentuk jurnal kirim ke 

Aplikasi SAIBA sebagai berikut: 

 

D 133111 Gedung dan Bangunan 214.617.250 

K 133211 Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister 214.617.250 

 

Dikarenakan tidak ada SPM/SP2D di Aplikasi SAIBA terkait realisasi pekerjaan tersebut 

maka akan muncul nilai Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister senilai minus 

Rp214.617.250,00 pada Neraca seperti tampak pada gambar dibawah ini: 
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6.  

Untuk itu, Operator SAIBA melakukan penjurnal melalui Jurnal Umum untuk 

menyeimbangkan nilai tersebut dan mengakuinya sebagai Belanja Modal yang Masih 

Harus Dibayar. Jurnal yang dibentuk dalam Aplikasi SAIBA adalah sebagai berikut: 

D 133211 Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister 214.617.250 

K 212113 Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar 214.617.250 

 

 Dengan munculnya nilai Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar akan menjadi dasar 

agar bisa dianggarkan di DIPA Tahun yang akan datang sehingga pembayaran kepada 

pihak ketiga dapat dilakukan. Neraca yang tampil pada saat jurnal selesai diinput adalah 

sebagai berikut: 



Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

Modul Laporan Keuangan : Pencatatan Transaksi Akrual | 18  
 

 

 

7. PERSEDIAAN 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan 

untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan 

untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  

Sudah tidak muncul Gedung 
yang Belum Diregister 

Penyeimbang Belanja Modal 
yang Masih Harus Dibayar 



Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

Modul Laporan Keuangan : Pencatatan Transaksi Akrual | 19  
 

Untuk persediaan barang-barang operasional kegiatan, persediaan tidak dapat 

dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (intention) pada saat 

penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKAKLnya, sehingga untuk 

barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak 

dialokasikan dari Belanja Barang Persediaan dan tidak menjadi persediaan. Suatu 

barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan 

pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya 

untuk satu kali kegiatan saja dalam jangka waktu pendek. 

Ilustrasi penggunaan MAK untuk pengadaan barang Persediaan sesuai dengan Surat Dirjen 

Perbendaharaan Nomor S-6478/PB.6/2015 tanggal 3 Agustus 2015 perihal Penggunaan Akun 

Belanja yang Menjadi Persediaan adalah sebagai berikut: 

NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGAN 

1. Pengadaan seminar kit untuk peserta diklat 
yang dapat dipakai untuk beberapa kali 
kegiatan diklat. 

Belanja Barang 
Persediaan Konsumsi 
(521811) 

– perencanaan pengadaan secara  
   kontinu / berkelanjutan     
– tidak habis dalam sekali kegiatan  
   diklat 

2. Pengadaan seminar kit untuk kegiatan 
Bimtek Aplikasi SAIBA 

Belanja Bahan (521211) – perencanaan pengadaan hanya  
   untuk satu kali kegiatan saja.    
– hanya dalam sekali kegiatan  
   sosialisasi. 

3. Pengadaan perlengkapan gedung seperti 
engsel pintu, kunci, lampu, dll untuk 
pemeliharaan gedung kantor  

Belanja Barang 
Persediaan untuk 
Pemeliharaan Gedung 
dan Bangunan (523112) 

– tidak habis dalam sekali pakai,  
   sifatnya cadangan atau berjaga- 
   jaga 

4. Service rutin dan ganti oli untuk kendaraan 
dinas dibengkel resmi 

Belanja Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
(523121) 

– habis dalam sekali pakai 

5. Pembelian oli pelumas dan BBM untuk 
peralatan genset 

Belanja Barang 
Persediaan Untuk 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin (523123) 

– tidak habis dalam sekali pakai,  
   sifatnya cadangan atau berjaga- 
   jaga. 

 

Tetapi dalam prekteknya sering terdapat kesalahan-kesalahan yang terjadi terkait 

penatausahaan pengadaan barang Persediaan terutama terkait MAK yang digunakan pada 

saat pencairan. Permasalahan yang sering muncul antara lain: 
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 Akun belanja Barang Persediaan yang digunakan bukan untuk pengadaan Barang 

Persediaan tetapi untuk beban yang lain ataupun untuk pengadaan Barang Persediaan 

yang sifatnya tidak kontinu. 

 Akun Belanja Modal yang digunakan untuk perolehan Barang Persediaan. 

Penjelasan atas masing-masing permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Akun belanja Barang Persediaan yang digunakan bukan untuk pengadaan 

Barang Persediaan tetapi untuk beban yang lain ataupun untuk pengadaan 

Barang Persediaan yang sifatnya tidak kontinu 

Pada saat pencatatan realisasi MAK Belanja Barang yang menghasilkan Persediaan (MAK 

521811, 523112, 523121, 523123) maka secara otomatis akan terbentuk saldo Persediaan 

yang Belum Diregister pada Neraca di Aplikasi SAIBA. Karena pengeluaran ini tidak 

digunakan untuk perolehan Persediaan namun untuk beban yang lain atau ternyata 

menghasilkan barang Persediaan yang sifatnya tidak kontinu, maka realisasi ini tidak 

dapat diinput dalam Aplikasi Persediaan sehingga pada saat dilakukan rekonsiliasi internal 

antara SAIBA dan SIMAK-BMN saldo Persediaan yang Belum Diregister tidak akan 

tereliminasi secara otomatis. Atas hal ini seharusnya Satker melakukan revisi 

anggaran atau ralat dokumen SPM ke KPPN setempat sebelum akhir tahun 

anggaran. 

Jika sampai dengan akhir periode pelaporan dikarenakan pertimbangan manajemen tdak 

dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja maka dilakukan jurnal di Aplikasi 

SAIBA melalui menu Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut: 

D 52XXXX Beban ……………………………………………………. xxx 

K 117911 Persediaan yang Belum Diregister xxx 

 

Sebaliknya, bila terdapat MAK Belanja Barang yang tidak menghasilkan Persediaan (MAK 

selain 521811, 523112, 523121, 523123) yang ternyata menghasilkan Barang Persediaan 

dan dicatat di Aplikasi Persediaan, maka secara otomatis pada saat dilakukan rekonsiliasi 

internal akan terbentuk saldo minus pada pos Persediaan yang Belum Diregister di Neraca. 

Guna mengeliminasi saldo tersebut maka dilakukan jurnal di Aplikasi SAIBA melalui menu 

Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut: 
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D 117911 Persediaan yang Belum Diregister xxx 

K 52XXXX Beban ……………………………………………………. xxx 

 

Contoh: 

1. Satker ABC masih memiliki realisasi MAK 521811 (Belanja Barang Persediaan 

Konsumsi) senilai Rp6.000.000,00 yang ternyata tidak menjadi Barang Persediaan 

(tidak bersifat kontinu/rutin) dan sampai akhir tahun anggaran tidak dilakukan ralat 

atas dokumen SPM dimaksud (seharusnya dikategorikan sebagai Belanja Bahan 

521211). Karena tidak digolongkan sebagai Barang Persediaan, maka Operator 

Persediaan menolak untuk menginput dalam Aplikasi Persediaan sehingga di Neraca 

SAIBA muncul Persediaan yang Belum Diregister Rp6.500.000,00. Atas hal tersebut, 

maka dilakukan pencatatan jurnal pada Aplikasi SAIBA untuk mengeliminasi 

Persediaan yang Belum Diregister dan mencatat beban yang seharusnya. 

D 521211 Beban Bahan 6.500.000 

K 117911 Persediaan yang Belum Diregister 6.500.000 

 

2. Satker ABC masih memiliki realisasi MAK 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) 

senilai Rp1.500.000,00 yang ternyata menjadi Barang Persediaan (bersifat 

kontinu/rutin) dan sampai akhir tahun anggaran tidak dilakukan ralat atas dokumen 

SPM dimaksud (seharusnya dikategorikan sebagai Belanja Persediaan Konsumsi 

5218111). Karena digolongkan sebagai Barang Persediaan, maka Operator 

Persediaan menginput dalam Aplikasi Persediaan sehingga di Neraca SAIBA muncul 

Persediaan yang Belum Diregister minus Rp1.500.000,00. Atas hal tersebut, maka 

dilakukan pencatatan jurnal pada Aplikasi SAIBA untuk mengeliminasi Persediaan 

yang Belum Diregister dan mencatat beban yang seharusnya. 

 

D 117911 Persediaan yang Belum Diregister 1.500.000 

K 521111 Beban Keperluan Perkantoran 1.500.000 
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b. Akun Belanja Modal yang digunakan untuk perolehan Barang Persediaan 

Pada saat pencatatan realisasi MAK Belanja Modal (MAK 53XXXX) maka secara otomatis 

akan terbentuk saldo Aset Tetap yang Belum Diregister pada Neraca di Aplikasi SAIBA. 

Karena pengeluaran ternyata tidak menghasilkan Aset Tetap tetapi menghasilkan 

Persediaan maka berdasarkan BAST dilakukan perekaman perolehan Persediaan di 

Aplikasi Persediaan sehingga pada saat rekonsiliasi internal dilakukan maka di Neraca 

Aplikasi SAIBA akan terbentuk Aset yang Belum Diregister bersaldo Positif dan 

Persediaan yang Belum Diregister bersaldo Negatif. Atas hal ini seharusnya Satker 

melakukan revisi anggaran atau ralat dokumen SPM ke KPPN setempat 

sebelum akhir tahun anggaran. 

Jika sampai dengan akhir periode pelaporan dikarenakan pertimbangan manajemen tdak 

dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja maka dilakukan jurnal di Aplikasi 

SAIBA melalui menu Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut: 

D 117911 Persediaan yang Belum Diregister xxx 

K 13XXXX / 

16XXXX 

Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister xxx 

 

Namun sebaliknya, Jika pada saat pencatatan realisasi MAK Belanja Persediaan (MAK 

521811, 523112, 523121, 523123) tetapi ternyata menghasilkan Aset Tetap maka 

berdasarkan BAST dilakukan perekaman perolehan Aset Tetap di Aplikasi SIMAK-BMN 

sehingga pada saat rekonsiliasi internal dilakukan maka di Neraca Aplikasi SAIBA akan 

terbentuk Aset yang Belum Diregister bersaldo Negatif dan Persediaan yang Belum 

Diregister bersaldo Positif. 

Jika sampai dengan akhir periode pelaporan dikarenakan pertimbangan manajemen tdak 

dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja maka dilakukan jurnal di Aplikasi 

SAIBA melalui menu Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut: 

D 13XXXX / 

16XXXX 

Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister xxx 

K 117911 Persediaan yang Belum Diregister xxx 
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Contoh: 

1. Satker ABC masih memiliki realisasi MAK 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) 

senilai Rp25.000.000,00 berupa peralatan komputer termasuk didalamnya pembelian 

toner printer senilai Rp3.000.000,00. Karena tidak digolongkan sebagai Aset Tetap, 

maka Operator Persediaan menginput toner printer tersebut ke dalam Aplikasi 

Persediaan sehingga di Neraca SAIBA muncul Persediaan yang Belum Diregister 

bersaldo negatif senilai Rp3.000.000,00 dan Peralatan dan Mesin yang Belum 

Diregister bersaldo positif senilai Rp3.000.000,00. Atas hal tersebut, maka dilakukan 

pencatatan jurnal pada Aplikasi SAIBA untuk mengeliminasi Persediaan yang Belum 

Diregister dan Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister. 

D 117911 Persediaan yang Belum Diregister 3.000.000 

K 113211 Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister 3.000.000 

 

2. Satker ABC masih memiliki realisasi MAK 521811 (Belanja Barang Persediaan 

Konsumsi) senilai Rp20.000.000,00 untuk pembelian perlengkapan asrama yang 

ternyata didalamnya terdapat pembelian TV LED senilai Rp5.000.000,00. Karena 

digolongkan sebagai Aset Tetap, maka Operator SIMAK-BMN menginput TV LED 

tersebut ke dalam Aplikasi SIMAK-BMN sehingga di Neraca SAIBA muncul Persediaan 

yang Belum Diregister bersaldo positif senilai Rp5.000.000,00 dan Peralatan dan Mesin 

yang Belum Diregister bersaldo negatif senilai Rp5.000.000,00. Atas hal tersebut, 

maka dilakukan pencatatan jurnal pada Aplikasi SAIBA untuk mengeliminasi 

Persediaan yang Belum Diregister dan Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister. 

 

D 113211 Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister 5.000.000 

K 117911 Persediaan yang Belum Diregister 5.000.000 

 

 

 

 



Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

Modul Laporan Keuangan : Pencatatan Transaksi Akrual | 24  
 

 

8. ASET TETAP 

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah 

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jenis-jenis Aset Tetap antara lain: 

 Tanah 

 Peralatan dan Mesin 

 Gedung dan Bangunan 

 Jalan, Irigasi dan Jaringan 

 Aset Tetap Lainnya 

 Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Secara umum dalam Laporan Keuangan Ditjen GTK tidak mengalami masalah dalam 

rekonsiliasi internat dan pengungkapan Aset Tetap, tetapi masih sering terjadi kebingungan 

pada saat menemui permasalah sebagai berikut: 

 Akun Belanja Modal yang menghasilkan BMN Ekstrakomtabel 

 Akun Belanja Modal yang tidak menghasilkan jenis aset yang seharusnya 

Penjelasan atas masing-masing permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Akun Belanja Modal yang Menghasilkan BMN Ekstrakomtabel 

Pada dasarnya nilai suatu aset tetap adalah seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan 

aset tetap tersebut siap pakai (konsep nilai perolehan), tidak ada nilai minimumnya. Di 

pemerintah pusat ada aturan mengenai nilai minimum kapitalisasi aset tetap dimana aset 

tetap yang nilai perolehannya di atas nilai satuan minimum harus dilaporkan di neraca 

(intrakomtabel), sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum tetap dibukukan 

di buku inventaris namun tidak tercantum di neraca (ekstrakomtabel). Jadi dapat 

disimpukan BMN Ekstrakomtabel adalah Barang Milik Negara yang harga satuannya 

berada dibawah nilai kapitalisasi sehingga tidak tercatat dalam Neraca, tetapi tetap 

tercatat di daftar asset ekstrakomtabel. Untuk melihat apakah terdapat barang 

Barang Ekstrakomtabel, Operator SAIBA dapat meminta Daftar Barang 

Ekstrakomtabel kepada Operator SIMAK-BMN. 



Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

Modul Laporan Keuangan : Pencatatan Transaksi Akrual | 25  
 

Atas hal tersebut maka dilakukan jurnal di Aplikasi SAIBA melalui menu Jurnal 

Penyesuaian dengan kategori “Koreksi Beban Aset” dengan jurnal sebagai berikut: 

D 595XXX Beban Aset Esktrakomtabel……………………… XXX 

K 13XXXX / 

16XXXX 

Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum 

Diregister 

XXX 

 

Contoh: 

Satker ABC melakukan kegiatan pembelian kursi sebanyak 100 buah @Rp250.000,00 

menggunakan akun 532111 senilai Rp25.000.000,00. Pada saat pencatatan realisasi 

belanja di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk Peralatan dan Mesin yang 

Belum Diregister senilai Rp25.000.000,00. Tetapi pada saat perekaman di Aplikasi SIMAK-

BMN, kursi tersebut secara otomatis akan dimasukkan ke dalam Daftar Barang 

Ekstrakomtabel bukan di Neraca sehingga tidak ada jurnal yang dikirim ke Aplikasi 

SAIBA. Hal tersebut mengakibatkan akun Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister 

senilai Rp25.000.000,00 tidak bisa dieliminasi secara otomatis. Oleh karena itu dilakukan 

pencatatan Jurnal Penyesuian di Aplikasi SAIBA sebagai berikut: 

D 595112 Beban Aset Esktrakomtabel Peralatan dan 

Mesin 

25.000.000 

K 133211 Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister 25.000.000 

 

b. Akun Belanja Modal yang tidak menghasilkan jenis asset yang seharusnya 

Idealnya, suatu Belanja Modal akan menghasilkan aset yang sesuai dengan MAK yang 

telah dituangkan dalam RKAKL. MAK Belanja Modal Peralatan dan Mesin seharusnya 

menghasilkan Aset Peralatan dan Mesin, MAK Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

seharusnya menghasilkan Aset Gedung dan Bangunan, dan seterusnya. Tetapi pada 

prakteknya sering terjadi penggunaan MAK yang tidak sesuai dengan jenis asset yang 

dihasilkan. Misalnya realisasi dari MAK Peralatan dan Mesin (532111) menjadi Aset Jalan 

yang seharusnya dianggarkan dari MAK Jalan, Irigasi, Jaringan (534111). 
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Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara bagian perencaan dan bagian 

BMN/ Rumah Tangga pada saat perencanaan anggaran sehingga akan menimbulkan 

permasalahan pada saat rekonsiliasi internal dilakukan yang akan tampak seperti dalam 

Neraca berikut ini: 

 

Untuk mengeliminasi hal tersebut maka dilakukan jurnal di Aplikasi SAIBA melalui menu 

Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut: 

D 134213 Jaringan yang Belum Diregister 170.504.851 

K 132211 Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister 170.504.851 

 


